PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PANSUS 14

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

PEMBAHAS COVID 19 DI KABUPATEN BREBES

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Menimbang

a. bahwa Pansus 14 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Brebes Pembahas Covid-19 di Kabupaten
Brebes telah melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan
pembentukannya pada tanggal 12 Mei 2020;

bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (5) huruf b Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes disebutkan
masa kerja panitia khusus paling lama 6 (enam) bulan
untuk tugas selain pembentukan perda;

bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (6) Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01
Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Brebes disebutkan panitia
khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa dalam

rapat paripurna;

d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud

SALINAN



Mengingat

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas
Covid-19 di Kabupaten Brebes perlu menyampaikan
laporannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf e, dan pembicaraan dalam Rapat
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Brebes pada tanggal 17 November 2020 maka perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Brebes.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Norhor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 téntang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

\

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/54 Tahun
2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

.

MEMUTUSKAN :

Menyetujui laporan Panitia Khusus 14 Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Covid - 19,
yang berupa rekomendasi-rekomendasi dan satu
rekomendasi khusus yang harus diperhatikan oleh
Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk
dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sebagaimana
mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 17 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,






